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ABSTRACT; Legal discovery and interpretation are fundamental elements in the 

judicial system, serving to fill legal gaps and uphold justice. In this context, judges 

play a strategic role in applying the law through various interpretative methods, 

including grammatical, systematic, historical, and teleological approaches. This 

article examines the dynamics of legal interpretation methods in judicial processes, 

particularly in civil dispute cases and Islamic legal issues, such as inheritance 

rights of children born out of unregistered marriages and the resolution of 

musyarakah contract financing disputes. Furthermore, this study highlights the role 

of electronic evidence in civil case adjudication, requiring positive law to adapt to 

technological advancements. The findings reveal that interpretative methods enable 

judges to align the application of law with the evolving needs of society while 

adhering to fundamental legal principles. Consequently, legal discovery through 

interpretation contributes to the development of more responsive, flexible, and 

relevant legal frameworks in addressing contemporary challenges. This article 

offers significant contributions to the discourse on the relevance of interpretative 

methods in Indonesia as an essential tool for achieving substantive justice and 

strengthening the legitimacy of positive law. 
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ABSTRAK; Penemuan hukum dan penafsiran hukum adalah elemen fundamental 

dalam sistem peradilan yang berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum dan 

menegakkan keadilan. Dalam konteks ini, hakim memiliki peran strategis untuk 

menerapkan hukum dengan berbagai metode interpretasi yang mencakup 

pendekatan gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Artikel ini mengkaji 

dinamika penggunaan metode penafsiran hukum dalam proses peradilan, 

khususnya dalam kasus sengketa perdata dan isu hukum Islam, seperti hak mewaris 

anak hasil perkawinan siri dan penyelesaian sengketa pembiayaan akad 

musyarakah. Selain itu, kajian ini juga menyoroti peran bukti elektronik dalam 

pembuktian perkara perdata yang memerlukan adaptasi hukum positif terhadap 

perkembangan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penafsiran 

hukum memungkinkan hakim untuk menyesuaikan penerapan hukum dengan 

kebutuhan masyarakat yang dinamis tanpa harus melanggar prinsip-prinsip dasar 

hukum yang berlaku. Dengan demikian, penemuan hukum melalui interpretasi 
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hukum berkontribusi pada pembentukan hukum yang lebih responsif, fleksibel, dan 

relevan terhadap perkembangan zaman. Artikel ini memberikan kontribusi penting 

dalam memperkaya diskusi tentang relevansi metode penafsiran hukum di 

Indonesia sebagai salah satu alat untuk menciptakan keadilan substansial dan 

menguatkan legitimasi hukum positif. 

Kata Kunci: Penemuan Hukum, Penafsiran Hukum, Metode Interpretasi. 

 

PENDAHULUAN 

Penemuan hukum dan penafsiran hukum adalah dua konsep kunci yang saling terkait 

dalam sistem peradilan modern. Penemuan hukum merujuk pada proses penciptaan atau 

penerapan hukum baru ketika aturan yang ada tidak memadai untuk suatu kasus tertentu. 

Sementara itu, penafsiran hukum merupakan alat bagi hakim untuk memahami dan menerapkan 

aturan hukum sesuai konteks kasus. Dalam konteks Indonesia yang menganut sistem civil law, 

hakim memiliki peran penting sebagai penerap hukum, bukan pembentuk hukum. Namun, 

dalam praktiknya, hakim sering kali harus menggunakan metode penafsiran untuk 

menyesuaikan aturan dengan situasi yang ada.1 

Berbagai metode penafsiran hukum telah berkembang untuk membantu hakim dalam 

mengambil keputusan yang adil. Metode gramatikal berfokus pada makna literal teks hukum, 

sedangkan metode sistematis mempertimbangkan hubungan antara aturan-aturan hukum. 

Selain itu, metode teleologis menekankan tujuan hukum dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Dalam beberapa kasus, metode historis juga digunakan untuk memahami maksud 

pembuat undang-undang pada saat aturan tersebut dibuat. Semua metode ini memungkinkan 

hakim untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas.2 

Tantangan utama dalam penemuan hukum adalah bagaimana hakim menghadapi 

kekosongan hukum tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar hukum. Dalam hal ini, metode 

interpretasi dan konstruksi hukum memainkan peran sentral. Penafsiran hukum tidak hanya 

bertujuan untuk menerapkan aturan yang ada, tetapi juga untuk memastikan tercapainya 

keadilan substantif.3 Sebagai contoh, dalam sengketa perdata, hakim sering kali menggunakan 

 
1 DRAU Khasanah & AD Lumbanraja, “Perkembangan Interpretasi Hukum oleh Hakim di Indonesia dalam 

Dominasi Tradisi Civil Law System”, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 2, No. 3, 2022, hlm. 45. 
2 S Suhartono, “Hukum Positif: Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya”, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 

1, No. 1, 2020, hlm. 13. 
3 EL Fakhriah, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian dengan Bukti Elektronik dalam Mengadili 

Sengketa Perdata”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 22. 
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bukti elektronik sebagai dasar keputusan. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum harus mampu 

beradaptasi dengan perkembangan teknologi. 

Dalam kasus tertentu, penafsiran hukum juga memainkan peran penting dalam 

mengakomodasi nilai-nilai agama dan budaya. Misalnya, isu tentang hak mewaris anak hasil 

perkawinan siri menjadi tantangan yang membutuhkan pendekatan interpretatif.4 Hakim perlu 

menggali nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip hukum Islam untuk memastikan keadilan bagi 

semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini mencerminkan pentingnya penemuan hukum yang 

kontekstual dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik. Selain aspek budaya dan agama, 

perkembangan teknologi juga mendorong kebutuhan untuk inovasi dalam metode penemuan 

hukum. Penggunaan bukti elektronik, misalnya, telah membuka diskusi baru tentang keabsahan 

dan otentisitas bukti di pengadilan.  

Secara keseluruhan, penemuan hukum melalui metode penafsiran memberikan kontribusi 

yang signifikan dalam menghadapi dinamika hukum dan masyarakat. Penafsiran hukum 

memungkinkan hakim untuk menjembatani kekosongan hukum dan memastikan aturan hukum 

tetap relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang 

metode interpretasi sangat penting bagi para praktisi hukum. Artikel ini bertujuan untuk 

mengkaji berbagai pendekatan penemuan hukum dan relevansinya dalam sistem hukum 

Indonesia. Dengan cara ini, diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pengembangan 

hukum yang lebih adaptif dan responsif.  

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal mengenai penemuan hukum dan 

penafsiran hukum umumnya adalah pendekatan normatif atau doktrinal. Pendekatan ini 

berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku dalam perundang-undangan, 

keputusan pengadilan, dan doktrin hukum yang berkembang. Tujuan utama dari pendekatan 

ini adalah untuk memahami cara penafsiran hukum dilakukan oleh hakim dalam sistem hukum 

yang ada. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis teks-teks hukum dan keputusan 

pengadilan untuk menilai bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus konkret. 

 
4 L Nurdjanah, F Wisnaeni & AD Lumbanraja, “Penafsiran dan Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Memutus 

Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Siri”, Notarius, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 18. 
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Pendekatan normatif ini membantu mengidentifikasi bagaimana hukum dijalankan dan 

diinterpretasikan dalam praktik. 

Selain itu, banyak penelitian yang menggunakan metode analisis kualitatif untuk 

menggali lebih dalam mengenai penemuan hukum oleh hakim. Metode ini memungkinkan 

penulis untuk mengeksplorasi berbagai elemen dalam suatu kasus hukum, termasuk bukti yang 

digunakan oleh hakim dan bagaimana penafsiran hukum berperan dalam proses pengambilan 

keputusan. Dalam analisis kualitatif, data dikumpulkan melalui studi kasus dan dokumentasi 

pengadilan, kemudian dianalisis untuk menemukan pola atau tren tertentu dalam praktik 

hukum. Penulis berfokus pada kualitas data daripada kuantitasnya, dengan tujuan untuk 

memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika penemuan hukum. Hal ini 

memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi 

keputusan hukum. 

Metode studi kasus juga banyak diterapkan dalam penelitian ini, di mana penulis 

menganalisis kasus-kasus tertentu yang melibatkan penafsiran hukum oleh hakim. Studi kasus 

memberikan wawasan yang lebih konkret tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan 

dalam situasi nyata. Sebagai contoh, dalam penelitian oleh Fakhriah (2020), studi kasus 

digunakan untuk melihat penerapan bukti elektronik dalam penemuan hukum oleh hakim. 

Pendekatan ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana teori hukum 

diterjemahkan dalam praktik di pengadilan. Studi kasus juga membantu penulis untuk 

mengidentifikasi tantangan yang dihadapi hakim dalam membuat keputusan hukum yang adil 

dan tepat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Metode Penafsiran Hukum dalam Sengketa Perdata 

Metode penafsiran hukum dalam sengketa perdata menjadi penting karena 

memungkinkan hakim untuk memberikan keputusan yang adil dalam menghadapi kasus-kasus 

yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan yang ada. Salah satu pendekatan yang 

digunakan adalah penafsiran gramatikal, yang menekankan pemahaman teks hukum sesuai 

dengan arti kata-kata dalam peraturan tersebut.5 Pendekatan ini sering kali digunakan sebagai 

 
5 CahyaSupena, C. (2022). Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum. MODERAT: Jurnal 

Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 10(2), 45-59. 
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dasar awal dalam menafsirkan hukum. Namun, pada beberapa kasus yang lebih kompleks, 

pendekatan sistematis menjadi penting untuk mengaitkan berbagai norma hukum yang berlaku. 

Melalui pendekatan ini, hakim dapat menghubungkan peraturan yang ada dengan peraturan 

lainnya, memastikan bahwa keputusan yang diambil lebih menyeluruh dan konsisten. Dalam 

hal ini, hakim dapat memberikan keputusan yang lebih komprehensif dan konsisten dengan 

seluruh sistem hukum yang berlaku. 

Selain itu, pendekatan historis dalam penafsiran hukum juga memainkan peran yang 

tidak kalah penting. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk memahami latar belakang 

sosial dan sejarah dari pembuatan suatu peraturan atau undang-undang. Dengan 

mempertimbangkan konteks saat peraturan tersebut disusun, hakim dapat lebih bijaksana 

dalam menafsirkan hukum yang berlaku. Pendekatan historis sangat berguna untuk 

memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap relevan dengan kondisi sosial yang ada. 

Misalnya, dalam sengketa terkait hak waris, hakim dapat menggunakan pendekatan ini untuk 

memastikan bahwa ketentuan hukum tetap adil bagi semua pihak yang terlibat, mengingat 

perubahan sosial dan perkembangan masyarakat yang terjadi sejak hukum tersebut dibuat. 

Namun, penggunaan pendekatan-pendekatan tersebut perlu disertai dengan pemahaman 

yang mendalam tentang tujuan dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penafsiran teleologis 

menjadi kunci dalam menemukan solusi hukum yang tidak hanya adil tetapi juga relevan 

dengan tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu untuk menciptakan keadilan. Melalui pendekatan 

teleologis, hakim dapat menafsirkan peraturan hukum dengan mempertimbangkan tujuan yang 

lebih besar, seperti memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia atau menghindari 

ketidakadilan yang mungkin terjadi. Pendekatan ini membantu hakim untuk mengatasi 

permasalahan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan penafsiran harfiah atau literal 

terhadap teks hukum. 

Penafsiran hukum yang baik membutuhkan keseimbangan antara kepatuhan terhadap 

teks hukum dan fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, 

hakim harus dapat memilih dan menggabungkan metode penafsiran yang paling sesuai dengan 

kasus yang dihadapi. Integrasi berbagai metode penafsiran ini memungkinkan hakim untuk 

menghasilkan keputusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan relevan 

dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif, penafsiran hukum 

http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v21i1


EDUKREATIF: JURNAL KREATIVITAS DALAM PENDIDIKAN  

Volume 6, No. 1, Januari 2025 

https://ijurnal.com/1/index.php/jkp 

 

457 

 

dapat mengakomodasi berbagai dinamika sosial yang berkembang, menjaga agar keputusan 

yang diambil tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum yang berlaku. 

Dalam konteks sengketa perdata yang lebih kompleks, metode penafsiran hukum 

membantu menghasilkan keputusan yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman. 

Misalnya, dalam kasus sengketa terkait hak cipta atau kontrak bisnis, hakim menggunakan 

pendekatan sistematis dan teleologis untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil 

mencerminkan realitas sosial dan hukum saat ini. Keputusan yang diambil dengan 

menggunakan metode penafsiran yang komprehensif dapat memastikan bahwa hak-hak semua 

pihak yang terlibat terlindungi dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan 

pentingnya penggunaan berbagai metode penafsiran hukum untuk menghasilkan keputusan 

yang adil dan relevan. 

Peran Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata 

Penggunaan bukti elektronik dalam pembuktian perkara perdata semakin mendominasi 

seiring dengan kemajuan teknologi. Bukti elektronik, seperti email, pesan teks, dan dokumen 

digital, kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembuktian dalam perkara 

perdata. Bukti elektronik dapat mempercepat proses pembuktian, namun juga menimbulkan 

tantangan baru dalam hal keaslian dan legalitas bukti tersebut. Oleh karena itu, hakim perlu 

menggunakan metode penafsiran hukum yang fleksibel untuk dapat menilai bukti elektronik 

ini secara tepat dan sah. Penafsiran hukum yang berbasis pada pendekatan teleologis sangat 

penting dalam konteks ini, karena memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan 

perkembangan teknologi dalam proses peradilan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar 

hukum.6 

Dalam proses penafsiran hukum terkait bukti elektronik, pendekatan sistematis juga 

memiliki peran yang sangat penting. Hakim harus dapat menilai bukti elektronik berdasarkan 

ketentuan hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa bukti tersebut sesuai dengan aturan 

pembuktian dalam hukum acara perdata. Pendekatan sistematis ini memungkinkan hakim 

untuk mengintegrasikan bukti elektronik dengan aturan pembuktian yang ada, sehingga proses 

peradilan tetap adil dan transparan. Misalnya, hakim harus mempertimbangkan apakah bukti 

 
6 F. (2021). Perkembangan Penafsiran Hukum dalam Sengketa Perdata dan Penerapan Metode Penafsiran 

Teleologis. Jurnal Hukum dan Keadilan, 13(2), 90-101. 
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elektronik yang diajukan memenuhi syarat-syarat sah dalam hukum pembuktian, seperti 

keterkaitan dengan fakta yang relevan dan keaslian dokumen. 

Pentingnya pemahaman terhadap aspek teknis penggunaan bukti elektronik juga tidak 

dapat diabaikan. Hakim harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang teknologi 

informasi dan komunikasi untuk dapat memverifikasi keaslian bukti elektronik yang diajukan. 

Penafsiran hukum yang hati-hati dan mendalam diperlukan agar bukti elektronik yang diajukan 

dalam persidangan dapat diterima sebagai bukti yang sah. Tanpa pemahaman yang cukup 

tentang teknologi ini, hakim mungkin kesulitan dalam menilai bukti elektronik dengan tepat. 

Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk terus memperbarui pengetahuan mereka terkait 

perkembangan teknologi agar dapat memproses bukti elektronik dengan benar. 

Sistem peradilan juga perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat agar 

dapat menerima bukti elektronik dengan cara yang sah dan relevan. Oleh karena itu, perlu 

adanya penyesuaian dalam hukum positif untuk mengakomodasi jenis bukti baru ini. 

Pendekatan historis dalam penafsiran hukum dapat membantu hakim untuk melihat bagaimana 

pembuktian dengan bukti elektronik relevan dengan peraturan hukum yang ada, serta 

bagaimana hukum harus menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Penafsiran hukum 

yang adaptif sangat penting untuk memastikan bahwa proses peradilan tetap berjalan sesuai 

dengan prinsip-prinsip keadilan, meskipun ada perbedaan antara hukum yang sudah ada dan 

teknologi baru yang muncul. 

Penafsiran hukum yang baik dalam penggunaan bukti elektronik tidak hanya bergantung 

pada kepatuhan terhadap teks hukum yang ada, tetapi juga harus memperhitungkan perubahan 

teknologi dan bagaimana hukum dapat mengakomodasi perubahan tersebut. Oleh karena i tu, 

penting bagi hakim untuk menggunakan berbagai metode penafsiran hukum, termasuk 

penafsiran sistematis dan teleologis, untuk menilai bukti elektronik dengan tepat. Hal ini akan 

memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi  juga relevan 

dan responsif terhadap perkembangan teknologi yang ada. 

Penafsiran Hukum dalam Hukum Islam dan Sengketa Akad Musyarakah 

Penafsiran hukum dalam konteks hukum Islam, khususnya dalam sengketa hak mewaris 

anak hasil perkawinan siri, memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati. Perkawinan siri yang 

tidak tercatat secara resmi di negara sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai  hak-hak 

waris bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dalam hal ini, penafsiran hukum 
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Islam sangat penting untuk memastikan bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri 

mendapatkan hak-haknya yang setara dengan anak yang lahir dari perkawinan resmi. 

Pendekatan teleologis menjadi sangat relevan di sini, karena memungkinkan hakim untuk 

menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan tujuan utama dari hukum Islam, yaitu 

mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. 

Dalam penerapan hukum Islam, hakim juga perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip 

syariah dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan akad musyarakah. Akad musyarakah 

adalah suatu bentuk kerjasama yang berdasarkan prinsip bagi hasil antara dua pihak. Dalam 

beberapa kasus, sengketa dapat muncul terkait pembagian keuntungan dan kerugian yang tidak 

sesuai dengan kesepakatan awal. Untuk menyelesaikan sengketa ini, hakim dapat 

menggunakan pendekatan sistematis, menghubungkan ketentuan yang ada dalam kontrak 

dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Dengan demikian, hakim dapat memastikan 

bahwa keputusan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip syariah, serta memberikan keadilan 

bagi semua pihak yang terlibat. 

Penerapan penafsiran hukum yang tepat dalam kasus-kasus ini juga membutuhkan 

pemahaman yang mendalam tentang perubahan sosial yang mempengaruhi penerapan hukum 

Islam dalam masyarakat modern. Dalam hal ini, penafsiran hukum harus dapat menyesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip 

dasar hukum Islam. Hal ini dapat dicapai dengan pendekatan teleologis yang menekankan pada 

tujuan hukum Islam untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Dengan 

pendekatan ini, hakim dapat memberikan keputusan yang relevan dan adil, mengingat bahwa 

hukum Islam harus terus beradaptasi dengan perubahan zaman. 

Sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas, penerapan penafsiran hukum dalam 

sengketa hukum Islam harus memperhatikan konteks sosial dan budaya masyarakat. Oleh 

karena itu, hakim harus terus mengembangkan pemahaman mereka terhadap hukum Islam dan 

bagaimana hukum ini diterapkan dalam konteks Indonesia yang modern.7 Dalam hal ini, 

penting bagi hakim untuk menggunakan metode penafsiran hukum yang tidak hanya melihat 

teks hukum secara literal, tetapi juga memperhitungkan nilai-nilai sosial dan moral yang ada 

 
7 Haq, M., & Bustami, Z. (2024). Penerapan Dalil Muttafaq dalam Penemuan Hukum Islam pada Hukum Positif 

di Indonesia. Jotika Research in Business Law, 3(1), 67-80. 
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dalam masyarakat. Hal ini akan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah 

secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial oleh masyarakat. 

Penafsiran hukum dalam sengketa hukum Islam harus menjaga keseimbangan antara 

kepatuhan terhadap aturan dan fleksibilitas dalam menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. 

Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk mengintegrasikan berbagai metode penafsiran 

hukum, seperti penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, untuk menghasilkan 

keputusan yang adil dan relevan. Dengan pendekatan ini, hakim dapat memastikan bahwa 

keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai hukum Islam yang sesuai dengan 

perkembangan sosial dan budaya masyarakat. 

Pengaruh Teknologi dalam Penafsiran Hukum di Indonesia 

Perkembangan teknologi digital memberikan dampak signifikan terhadap cara penafsiran 

hukum di Indonesia. Dengan munculnya berbagai bentuk bukti elektronik, seperti data digital, 

email, dan rekaman video, hakim dihadapkan pada tantangan baru dalam menilai keabsahan 

bukti tersebut. Untuk menghadapinya, penafsiran hukum harus mengakomodasi perubahan ini 

dengan memberikan ruang bagi teknologi dalam sistem peradilan. Pendekatan sistematis dan 

teleologis menjadi sangat penting, karena dapat menyesuaikan hukum dengan perkembangan 

teknologi tanpa mengesampingkan prinsip dasar hukum yang ada. Hal ini akan memastikan 

bahwa keadilan dapat tetap terwujud meskipun ada perubahan dalam cara informasi 

dikumpulkan dan disajikan. 

Selain itu, penafsiran hukum yang beradaptasi dengan teknologi dapat meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Penggunaan bukti elektronik 

memberikan kemudahan dalam mengakses dan memverifikasi informasi, yang dapat 

mempercepat penyelesaian perkara.8 Namun, diperlukan regulasi yang jelas mengenai validitas 

bukti elektronik agar hakim dapat melakukan penafsiran hukum yang tepat. Sebagai contoh, 

ketika menggunakan bukti elektronik seperti rekaman percakapan atau transaksi digital, hakim 

perlu memastikan bahwa bukti tersebut sah dan relevan sesuai dengan prosedur hukum yang 

ada. 

Pengaruh teknologi juga merambah pada cara hakim mengakses informasi dan 

merumuskan keputusan hukum. Dengan adanya database hukum digital dan akses informasi 

 
8 Khasanah, D. R. A. U., & Lumbanraja, A. D. (2022). Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim di 

Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System. Jurnal Ius Constituendum, 12(3), 125-140. 

http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v21i1


EDUKREATIF: JURNAL KREATIVITAS DALAM PENDIDIKAN  

Volume 6, No. 1, Januari 2025 

https://ijurnal.com/1/index.php/jkp 

 

461 

 

hukum yang lebih mudah, hakim dapat dengan cepat mendapatkan referensi yang relevan untuk 

menilai suatu perkara. Hal ini tentu sangat mendukung proses penafsiran hukum yang lebih 

akurat dan tepat waktu. Namun, penting bagi hakim untuk memastikan bahwa mereka tetap 

mengutamakan prinsip-prinsip hukum yang sudah ada dan tidak hanya mengandalkan 

teknologi untuk menentukan keputusan. 

Perubahan yang terjadi akibat teknologi digital juga menuntut adanya pembaruan dalam 

pendidikan dan pelatihan bagi para hakim. Hakim perlu dibekali dengan keterampilan untuk 

menilai bukti elektronik secara tepat, memahami perangkat lunak yang digunakan, dan 

mengetahui regulasi yang mengatur bukti elektronik. Oleh karena itu, untuk menciptakan 

keadilan yang substansial, penafsiran hukum harus selalu berkembang agar dapat 

mengakomodasi berbagai perkembangan di luar sistem hukum yang sudah mapan. Dengan 

demikian, penafsiran hukum yang adaptif terhadap teknologi dapat memastikan keadilan tidak 

hanya tercipta melalui teks hukum, tetapi juga relevansi terhadap zaman. 

Teknologi digital memberikan tantangan baru dalam penafsiran hukum, namun juga 

menawarkan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan. Oleh 

karena itu, penafsiran hukum yang bijaksana dan berbasis pada pemahaman terhadap teknologi  

sangat diperlukan agar keputusan yang diambil tetap sah, adil, dan relevan. Ke depannya, 

diharapkan bahwa hukum di Indonesia dapat terus berkembang untuk menyambut tantangan 

baru yang dibawa oleh teknologi.  

 

KESIMPULAN  

Penemuan hukum dan penafsiran hukum merupakan elemen penting dalam sistem 

peradilan yang berfungsi untuk menciptakan keadilan substansial. Metode penafsiran hukum, 

seperti gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis, memungkinkan hakim untuk 

menerapkan hukum dengan fleksibilitas yang sesuai dengan dinamika masyarakat. Melalui 

pendekatan-pendekatan ini, hakim dapat menyesuaikan penerapan hukum dengan 

perkembangan zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang berlaku. Dalam konteks 

hukum Islam dan hukum positif, penafsiran hukum memainkan peran strategis dalam mengisi 

kekosongan hukum dan memberikan solusi adil bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. 

Selain itu, perkembangan teknologi, seperti bukti elektronik, turut mempengaruhi proses 

penemuan hukum. Hal ini memberikan tantangan baru bagi hakim dalam memastikan 
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keabsahan dan relevansi bukti yang diajukan dalam peradilan. Namun, dengan penafsiran yang 

tepat, teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam proses 

peradilan. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk terus mengembangkan kemampuan 

dalam menggunakan berbagai metode penafsiran hukum agar keputusan yang diambil dapat 

mencerminkan keadilan yang substansial dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. 

Secara keseluruhan, penemuan hukum melalui penafsiran yang tepat akan memperkuat 

sistem hukum yang lebih responsif dan adil, serta memperkuat legitimasi hukum positif di 

Indonesia. Dengan penafsiran yang lebih fleksibel dan adaptif, hukum dapat berfungsi lebih 

efektif dalam menjaga keadilan sosial dan menciptakan solusi yang lebih sesuai dengan 

perkembangan zaman dan teknologi.  
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